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Kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat tergantung dari pajak
daerah karena hal tersebut merupakan sumber keuangan pokok bagi suatu daerah. Seperti
dilihat dalam struktur APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pajak daerah merupakan
penopang terbesar dalam penerimaan daerah. Pembangunan infrastruktur, biaya
pendidikan, biaya kesehatan dan pembangunan fasilitas publik yang dibiayai dari Pajak
Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah juga merupakan salah satu
bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Sejalan dengan visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu memberikan
Pelayanan Yang Profesional Dalam Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah serta upaya
melaksanakan salah satu misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKl Jakarta yaitu
Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak
dan retribusi. Penggunaan TIK dilaksanakan guna mendukung program Gubernur Provinsi DKI
Jakarta untuk membuat kota Jakarta menuju City 4.0 dimana pemerintah berperan sebagai
collaborator dan warga sebagai co-creator. Sejalan dengan hal tersebut, peran teknologi
sangat penting pada kerangka dan pondasi dalam sistem pendapatan daerah salah satunya
adalah pajak daerah melalui penguatan sistem informasi dan bisnis proses, peningkatan
integrasi layanan dan administrasi perpajakan.

A. Login Aplikasi Pajak Online



1. Akses Aplikasi Pajak Online pada Web Browser, menggunakan URL yang telah
diberikan. Pada saat penulisan Manual Pengguna ini, Aplikasi dapat diakses di URL
https://pajakonline.jakarta.go.id/login

2. Tampil Halaman Pengguna Login Aplikasi Pajak Online, pilih Form Login tipe
Wajib Pajak/PPAT kemudian masukkan Username/email dan Password akun Pajak

Online.

3. Kemudian untuk proses awal, login sebagai Akun Wajib Pajak. Masukkan data
akun dan tekan tombol Masuk

bapenda
jakarta

+/ imnota robot e

ngatkan saya

upa Pas:

Petunjuk Registrasi

Aktivasi Akun Wajib Pajak

+/ 1500-177 Goune BRI oo [ £} (v}

Jakarta Pusat - Daeran Knusus Ibukota Jakarta 10110

Gambar 1. Halaman Login Aplikasi Pajak Online

4. Apabila Username/email dan Password sesuai, akan tampil Halaman Dashboard
Aplikasi Pajak Online.

selamat Datang [ i Pajak Online
bapenda Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Jjakarta

B Keluar

Berita - JUDUL BERITA 5

PesanLayanan O

Profil Wajib Pajak

I
L]
NPWP

Aomat —
No.Hangphone [N

Jenis Wajib Pajak  Pemillk / Penanggung Pajak

©2023 Bapenda - DKl Jakarla.

Gambar 2. Halaman Dashboard Aplikasi Pajak Online

B. Informasi Data Pelayanan
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https://pajakonline.jakarta.go.id/login

1. Pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih Menu Jenis Pajak dan pilih Pajak BPHTB

2. Akan menampilkan Halaman Modul Pajak BPHTB, pada Halaman ini
menampilkan Data Permohonan Pelayanan Pajak BPHTB

selamat Datang (NG | a)ak Online
bapenda Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provins DK Jakarta
jakarta
@ Koluar BPHTB
ntuk mem| Perhomonan Pelayanan
BPHTB U'tu embuat Perhomonan Pelayanal S
Pajak BPHTB

Menampilkan 10 v Per Halaman Pencarian:

Tanggal Tanggal

Input If Pelaporan NOPD NOP Nama WP |F  Alamat OP Status Detal Aks|

7m0 anzons N I - _ SSPD DILAPORKAN =
27 Junl 2023 _ _ SSPD BELUM MEMBUAT 1 ]
KODE BAYAR

2 Anizan | = mz I EE— - _ et ==
PERBAIKAN

PELAPORAN

om0z - I I ssPD BELUMMEMAUAT IR
KODE BAYAR

Pembatalan Permohonarf

Gambar 3. Halaman Modul Pajak BPHTB

3. Pada kolom Detail Data Permohon Pelayanan, terdapat icon — icon dengan detail
fungsi sebagai berikut :

a. Icon Detail (Detail Pelayanan) : Untuk melihat detail informasi Pelayanan
yang telah didaftarkan

b. lcon Surat (Pesan Petugas) : Untuk melihat pesan yang diberikan oleh
petugas terkiat perbaikan Data dan Dokumen

Menampilkan 10 ~ Per Halaman Pencarian:
Tanggal Tanggal
Input |5 Pelaporan NOPD NOP Nama WP |7 Alamat OP Status Detall Aksi

06Juii2023 06 Jull 2023 m73os000322070010 | _ _ SSPD DIMOHON PERBAIKAN

Gambar 4. Halaman Data Pelayanan Pajak BPHTB

C. Modul Pelayanan E-BPHTB (SK Kaban — Pengenaan 0%o)

-



1. Permohonan Objek Pajak BPHTB — Pengenaan 0%

1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Pengenaan 0%), Wajib Pajak
diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan dengan detail sebagai berikut

Sukses Jakarta untuk Indonesia

® ® é é
SYARAT PENGENAAN 09,

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur 126 Tahun 2017, berikut syarat untuk mendapatkan pelayanan
Pengenaan 0% :

Persyaratan Jenis Perolehan Dokumen Pendukung

« Permohonan pelayanan untuk Pertama « Hibah + Fotokopi KTP

Kali « Hibah Wasiat « Surat Kuasa Pengurusan Permohonan
« Nilai Perolehan Objek Pajak sampai « Jual Beli Pengenaan 0% BPHTB

dengan Rp 2.000.000.000 (2 Milyar) « Pemberian Hak Baru « Surat Pernyataan Wajib Pajak orang
« Wajib Pajak Orang Pribadi « Pemberian Hak Baru sebagai kelanjutan pribadi belum pernah memperoleh hak
« Warga Negara Indonesia pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan
« Berdomisili DKI Jakarta selama 2 tahun + Pemberian hak baru di luar pelepasan » Sertifikat Hak atas tanah dan bangunan
« SK Domisili dari Pejabat yang hak » Fotokopi SPPT PBB-P2

berwenang « Waris » Fotokopi Surat/Akta keterangan waris

Langkah Pengajuan:

Pilih Jenis Perolehan yang sesuai dan pada sesi Penghitungan BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ), [v-__ Jakarta ‘ bapenda
pilih (v) “Ajukan Pengenaan 0% (Nol Persen) BPHTB untuk NPOP di bawah 2M (Pergub 126/2017)”. T2 S ok ok maanesi jakarta

Gambar 5. Informasi Persyaratan Permohonan BPHTB — Pengenaan 0%

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub
menu BPHTB

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar
BPHTB




Selamat Datang TES TO BANK PENERIMA di Pajak Online
S bapenda Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
jakarta
 Koluar BPHTB
Pesan Layanan O

Menampiikan 10 v Per Halaman Pencarian
Tanggal Tanggal

Input |l Pelaporan NOPD NOP Nama WP |f Alamat OP Status Detal Aksl

w00 2z I I - _ SSPD DILAPORKAN =
27 Juni 2023 _ _ SSPD BELUM MEMBUAT i |
KODE BAYAR

A e _ _ - _ e =

o e — — N N 5 "
PERBAIKAN

e —— - _ L "
23 Junl 2023 I BELUM UPLOAD BERKAS 1
PELAPORAN

KODE BAYAR

Gambar 6. Halaman Modul Pelayanan BPHTB

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP
PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi
sebagai berikut :

a. Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar
BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu

b. Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol Formulir BPHTB

DAFTAR BPHTB
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) - BPHTB

Periksa data pembayaran PBB :

Conteh NOP: 317301000100100100

Silahkan lanjutkan pendaftaran BPHTB dengan Kilk tombol FORMULIR BPHTB pada bagian pojok kanan bawah.

Show 10 w entries Search:

No | Tahun Tgl Jatuh Tempo PBB yang harus dibayar Status Pembayaran

1 2023 30 SEPTEMBER 2023 Rp 173.843 LUNAS

2 2022 02 AGUSTUS 2023 Rp 155.063 LUNAS

g 2021 02 AGUSTUS 2023 Rp 15.855 LUNAS

4 2020 02 AGUSTUS 2023 Rp 19.818 LUNAS

5 2019 02 AGUSTUS 2022 Rp 19.812 LUNAS

Showing 110 5 of 5 entries n

m —> B

Gambar 7. Halaman Periksa Data Pembayaran PBB

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data
dengan detail sebagai berikut :
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a. Data SSPD — Bagian Subjek Pajak

e Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan

e Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari

e Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan
menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak

o Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian
selanjutnya

SURAT SETORAdiaRie@DAERAH (SSPD) - BPHTB

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Abdul Muis No.66 Telp.3865580-85 Fax.3865788 Jakarta 10110

Subjek Pajak
Silahkan masukan NIK / NPWP untuk menambah Subjek Pajak
Jenis @ orang Pribadi Q Badan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Waijib Pajak
E— «—
NIK/NPWP Nama Alamat Aksi
I — R R

Gambar 8. Form SSPD — Bagian Subjek Pajak

b. Data SSPD — Bagian Objek Pajak

e Kawasan
e Jalan*

e Blok/No
e RT/RW*

e Kabupaten/Kota*
e Kecamatan*
o Kelurahan*




Objek Pajak
Nomor Obiek Pajak (NOP) PBB

Letak tanah dan atau bangunan :

Kawasan

Jalan *

Blok/No
Kabupaten/Kota *
Kecamatan *

Kelurahan *

RW.*

In

C.

Gambar 9. Form SSPD — Bagian Objek Pajak

Data SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang

Jenis Objek *

Jenis NJOP *

diparoieh - *

Dalam hal harga transaksi tidak dik

Jenis Transaksi Lelang atau bukan

Perhitungan BPHTB Terhutang

Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bar

Harga transaksi / Nilai pasar (Dis! i

e Jenis Pajak* : Objek Pajak
e Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan*
e Jenis NJOP*
e Harga Transaksi / Nilai Pasar* (Nominal < 2M)
e Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)
e Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)
e Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)
e Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)
=
o

Gambar 10. Form SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang

T




d. Data SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB

e Checklist Ajukan Pengenaan 0% (Nol Persen) BPHTB untuk
NPOP di bawah 2M (PERGUB 126/2017)

Penghitungan BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )
DPP* .
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) (memperhatikan nilai pada huruf C angka 1 atau huruf C angka 2 butir g) * Re.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) * "o 80000000
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) Rp. 4
Tarif %
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang * Rp.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sudanh dibayar sebelumnya "o
/ Ajukan Pengenaan 0% (Nol Persen) BPHTB untuk NPOP di bawah 2M (Pergub 126/2017) ‘7
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar Rp.
Status SSPD * $SPD NIHIL

Gambar 11. Form SSPD - Bagian Perhitungan BPHTB

e. Data SSPD — Bagian Pemberi Hibah

e Jenis Pemberi Hibah* : Perorangan / Badan

e NIK Pemberi Hibah (Isi NPWP untuk Badan)*
e NPWP Pemberi Hibah

e Nama Pemberi Hibah*

e Alamat Pemberi Hibah

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

Pemberi Hibah

Jenis Pemberi Hibah * PERORANGAN -

NIK Pemberi Hibah (Isi NPWP
untuk Badan)*

NPWP Pemberi Hibah
Nama Pemberi Hibah *

Alamat Pemberi Hibah

Gambar 12. Form SSPD - Bagian Pemberi Hibah

7. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian
pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :



a. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengenaan 0%) — Bagian Informasi
Akta & Hak dan PPAT

Jenis Akta*

Tanggal Akta*

Nomor Akta*

Jenis Surat Hak*

Tanggal Surat Hak*

Nomor Surat Hak*

Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak

NIK PPAT*
NPWP PPAT*
Nama PPAT*

Akta & Hak

Jenis Akta* AKTAHIBAI

Tanggal Akta * 07/03/2023

Nomor Akta *

Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hal

PPAT

NIK PPAT *

NPWP PPAT *

Nama PPAT *

I I I | I

Jenis Surat Hak * SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM)

a Tanggal Surat Hak * 07703/2023

07/03/2023 m]

Gambar 13. Form Tambah Permohonan Pelayanan (Pengenaan 0%) — Bagian Akta & Hak dan PPAT

b. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengenaan 0%) — Bagian Unggah
Dokumen

File yang di input tidak boleh lebih dari 3MB
File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirian/perubahan untuk
WP Badan *

Surat Kuasa bermaterai (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan
BPHTB dikuasakan)

KTP Penerima Kuasa (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan
BPHTB dikuasakan)

Foto Objek Pajak

Sertipikat Tanah

Akta Hibah

KK atau Akta kelahiran untuk WP orang pribadi atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan itu*

Surat Permohonan Pengenaan BPHTB 0%*

11




e Surat Pernyataan WP belum pernah memperoleh ha katas tanah
dan atau Bangunan*

e Dokumen Pendukung Lainnya 1, 2, 3

- Catatan :

e (*) Wajib diisi
e Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai

DOKUMEN PENDUKUNG
Perhatian

* File yang di input tidak boleh lebih dari SMB
* File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

[==] — B3

KTP untuk WP crang pribadi atau akta pendirian/perubahan utk WP badan *

Surat Kuasa bermetera (jika pembayaran dan/atau pelaporan BPHTB dikuasakan)

KTP Penerima Kuasa (ika pembayaran dan/atau pelaporan BPHTB dikuasakan)

Foto objek pajac *

Sertipikat tanah *

Akta hibah *

KK atau akta kelahiran untuk WP orang pribadi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu *
Surat permohonan Pengenaan BPHTE 0% *

Surat Pernyataan WP belum pernah memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan *

Dokumen Pendukung Lainnya 1

Dokumen Pendukung Lainnya 2

Dokumen Pendukung Lainnya 3

8.

9.

Gambar 14. Form Tambah Permohonan Pengenaan 0% — Bagian Unggah Dokumen

Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil

BPHTB

+ Berhasil!

Permohonan telah berhasil ditambanhkan!

BPHTB

Menampilkan

Tanggal

Input IH

032 Juli 2023

Daftar BPHTB

10 v PerHalaman Pencarian:

Tanggal
Pelaporan NOPD NoP Nama WP |F  Alamat OP Status Detail Aksi

03 Juli 2023 117305000323070003 _— _ SSPD DILAPORKAN =

Gambar 15. Notifikasi Permohonan Berhasil

10. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah

proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak

T




Petayanin BPHTE Badan Diaeriah Provinsi DICE Jakarta Tidek Digwingiat By

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK

ROPD: 1173056003 23000063
NTPD: 507042 1300 108359

pren mawnl BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN i ——
(e-S5FD - BFHTE) Tamggal Lapr. 43072013
Dk elektronlk (tenmaik hasil <etakannya) ek memeslukin bl tangan & stesged bl Staim SSPI): dilsprekan

=-SSPD BPHTE ushuk Wajib Pajk,

BERFUNGS] SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPY PPAT Mokarss, Kamior
SPTPD Normal PertmnabanBPN, Pjsbae
Hapends, Rark, BPKD

BADAN FENDAPATAN DAERAH PROVINSI DRI JAKARTADUNIT FELAYANAN FEMUNCUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN KEMAYORAN

4SNP BPHTE dapat digunatan Wik Pajk wsd mendaforkoe gl hok s nassk pade Kawer Periasehas (Paial $ @ (71 Pergacd 34 wahio 2022)

A, WATIE PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
I NPWP
3. NIK {Perorangan)
4. Alsmat Wajib Pajak

%, KehirhanTicsa E . Kccamatan :-
7. Kabupaten/Kota E . RT/RW : 9. Kode Pos [ NN

B. TANAH DAN BANGLNAN
1. Momar Objck Pajak (NOP) PRE
1 Letok tanah dom stea banganan
3. KelurohanTesa.
3. Kabupaten/Kota
7. Jenis Perolchan
& Momar Sertifikat

€. NILAI PEROLEHAN DAN NJ0P PEB-P2

1. Milai Perolehan Objek Pjak (NPOP) : Nilai Pasar |Rp. 00000000 |
2. Perhitangan NJOP PRE-P2 : Tabun Pajak 2033
Lauas NAOP PRRm®
Uraian {DHisi luems tazsh dan stas bangmae g ({DHiss herdasarkas SFPT PR ishen ierjdings peroichan Luas x NJOP PRR/m?
haiceyva diperalebs hakitabus .......|
Tanah (Bumi) Wm?| Rp. 4.200.000 | Rp. 42000000
Hangunan 10 m?| Rp. 14200000 | Rp 142,000,000
Tanah (Bumi) Bersama 1m?| Rp. 30295000 | Rp. 302950000
Bangunan Bersama 10 m?| Rp 4.200.800 | Bp. 42000000
NIOP PRB| Rp 28950000
D. PERHITUNGAN BFHTE
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1] Rp. 25950000
{ - b Milsi Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 2| rp. HILOB.00)
Nilai Perclehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2) 3| mp. 448950000
BPHTE yang terutang, 4 mp. 22447500
i - ) Pengy Keri Pembsb 5| Bp. 22447800
BPHTE yang harus dibayar (4-5) 6| By ]
( - ) BFHTE yang sudah dibayar sebelumnya 7| Rp. ]
BPHTE yang masih hares dibayar {6-T) 8| Rp. [

E. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN
Penghitangan Wajh Pajak

F. JUMLAH BPFHTE DISETOR Rp.@ Telah disetorkan ke Rekening Kas Unsam Duerah
Terbilang : Mol Rupiak Tanggal 03 Juli 33 Rp. 0
NTPD: 30700 2300104959

Divcrifikni Tasggal
Temapsgal Lo 03 ki 2423 Memgrahsi: Hopals UFPED KEMAYORAN
Wajib Pajab Kemara PFPAT Motaria/Peysbhal Lebng
s o e
NIF

1. Heskas S5PD BPHTE elekisond dapat dicek desgan memindal OR code ] samping.

1 SEPI) BPHTE elekeonik selah dilaporkan kepads Badus Pesdspatan Dacenb Proviesd DK Tkt des daliss proses vesi S

3. Sesssi Peratunes Gubesnue no. 34 ubus 3007 sty Tata Cies Penbayans Pelsporss, Peliyanan dan Pengawssan BPHTH sees clelamnik, S5PD
EPHTE sudah diul digeiscs & Kantah BPN-RL

4 Terma kasih atss kosreibus Asnds sselal ok ek Kists Jakarta.

Gambar 16. Dokumen SSPD

D. Modul Pelayanan E-BPHTB (SK Kaban - Pengurangan)
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1. Permohonan Objek Pajak BPHTB — Pengurangan

1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Pengurangan), Wajib Pajak
diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan dengan detail sebagai berikut

Sukses Jakarta untuk Indonesia

o é é &
sYARAT PENGURANGAN

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur 103 Tahun 2011, berikut syarat untuk mendapatkan pelayanan
Pengurangan :

é

Persyaratan

« Permohonan diajukan paling lama 30 Hari sejak diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

« Pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 SSPD per Objek Pajak

« Untuk Wajib Pajak yang memiliki beberapa Objek Pajak, hanya dapat mengajukan 1 Permohonan dengan Objek Pajak NPOP terbesar
« Wajib Pajak hanya dapat mengajukan 1 kali Permohonan Pengurangan BPHTB

« Permohanan Pengurangan : Maksimal 50% dari Pokok Pajak

Jenis Perolehan Dokumen Pendukung

« Hibah + Fotokopi KTP

+ Akta Pendirian dan/atau Perubahannya

* Bukti Pembayaran SPPT-PBB 5 Tahun Terakhir
+ Bukti Pembayaran PPh & BPHTB

+ Dokumen Pendukung lainnya

« Jual Beli
« Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan

Kategori Presentase Pengurangan (Kepentingan daerah, sosial, & keagamaan) :
+ 25% : Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana, & Rumah Sangat Sederhana
+ 50% : Memperoleh Hak Baru Pengelolaan Tanah dan/atau Bangunan, Menerima Hibah dari Keluarga Darah, Memperoleh Hak atas hasil ganti rugi,
Penggabungan Usaha, Memperoleh Hak dari Perusahaan Induk (Perusahaan Asuransi), Tanah dan/atau Bangunan untuk kepentingan Pendidikan dan Sosial,
Wajib Pajak orang Pribadi sebagai Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS dan Purnawirawan

Langkah Pengajuan:
Pilih Jenis Perolehan yang sesuai dan pada sesi Penghitungan BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ), it Jakarta ‘ S _bapenda
pilih (v) “Pengurangan” dan isi Presentase Pengurangan. s Jakorta untuk Indonasie! jakarta

Gambar 17. Informasi Persyaratan Permohonan BPHTB — Pengurangan

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub
menu BPHTB

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar
BPHTB

VI




Selamat Datang TES TO BANK PENERIMA di Pajak Online
bapenda Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
jakarta
& Koluar BPHTB
Menampiikan 10 v Per Halaman Pencarian:
Tanggal Tanggal
Input | Pelaporan NOPD NOP NamaWP |7 Alamat OP Status Detail Aksi

27Juni2023 27 Juni 2023 ] - _ SSPD DILAPORKAN =
_7.hd 4008 I B SSPO BELUMMEMRUAT! | 1
KODE BAYAR

BACEEA[ERARAE B - _ e =

PERBAIKAN

PELAPORAN

Gambar 18. Halaman Modul Pelayanan BPHTB

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP
PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi
sebagai berikut :

a. Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar
BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu

b. Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol Formulir BPHTB

DAFTAR BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) - BPHTB

Periksa data pembayaran PBB :

I ] «———

Contoh NOP: 317301000100100100

Silahkan lanjutkan pendaftaran BPHTB dengan kiik tombol FORMULIR BPHTB pada bagian pojok kanan bawah.

Show 10 ~ entries Search:

No |¢  Tahun Tgl Jatuh Tempo PBB yang harus dibayar Status Pembayaran

1 2023 30 SEPTEMBER 2023 RpO LUNAS

2 2022 02 AGUSTUS 2023 RpO LUNAS

3 2021 02 AGUSTUS 2023 Rp 1.292.027 LUNAS

4 2020 02 AGUSTUS 2023 Rp1.740.032 LUNAS

5 2019 02 AGUSTUS 2023 Rp1.740.033 LUNAS

Showing 1to 5 of 5 entries

m —p [

Gambar 19. Halaman Periksa Data Pembayaran PBB

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data
dengan detail sebagai berikut :

T




a. Data SSPD — Bagian Subjek Pajak

e Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan
e Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari
e Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan

menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak
o Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian
selanjutnya

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) - BPHTB

Subjek Pajak

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Abdul Muis No.66 Telp.3865580-85 Fax.3865788 Jakarta 10110

Silahkan masukan NIK / NPWP untuk menambah Subjek Pajak :

Jenis

Nemor Induk Kependudukan (NIK) Wajib Pajak

NIK/NPWP

@ Orang Pribadi Q Badan
D
Nama Alamat Aksi
I I

Gambar 20. Form SSPD — Bagian Subjek Pajak

b. Data SSPD — Bagian Objek Pajak

e Kawasan
e Jalan*

e Blok/No
e RT/RW*

e Kabupaten/Kota*
e Kecamatan*
o Kelurahan*
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Objek Pajak

Nomor Objek Pajak (NOP) PBB

Letak tanah dan atau bangunan :
Kawasan

Jalan *

Blok/No

RW.*

Kabupaten/Kota *

Kecamatan *

Kelurahan *

In

Gambar 21. Form SSPD — Bagian Objek Pajak

c. Data SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang

e Jenis Pajak* : Objek Pajak

e Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan*
e Jenis NJOP*

e Harga Transaksi / Nilai Pasar*

e Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)

Perhitungan BPHTB Terhutang
Jenis Objek * Obiek Pajak - -
Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan * Jual Be
Jenis NJOP * SPPT Tahun Berjalan - .
Harga transaks! / Nilal pasar ( Dés as tanah dan atau bangunan yang haknya -
mg < poss o KRR Y o v Rp. 2.000.000.000,00
Dalam hal harga transaksi tidak diketahui/tidak jelas/lebih rendah dari NJOP, maka:
Uraian Luas NJOP PBB / m? Luas X NJOP PEB / m?
i ' o an SPPT PR tahun terjacd
peroiehan hak / Tar
Bumi) 1343
. Rp. 134 Rp.
Bangunan = 6 N
T bumi ) Bersama R
Rp. Rp.
i Ber
o Rp. 2125000, Rp.
NJOP Total *
Rp.
[ APHE aew) mi m: w:
NJOP Setelah APHB
Rp.
Jenis Transaksi Letang atau bukan

Gambar 22. Form SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang

IV




d. Data SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB

e Pilih Pengurangan
e Masukkan presentase Pengurangan : 25% atau 50%

Penghitungan BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )

Rp.

Rp.

T e—— Rp

Gambar 23. Form SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB

e. Data SSPD — Penjual

e Jenis Penjual * : Perorangan / Badan
e NIK Penjual (Isi NPWP untuk Badan)*
e NPWP Penjual

e Nama Penjual

e Alamat Penjual

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

Penjual

Jenis Penjual * PERORANGAN -

NIK Penjual (Isi NPWP untuk
Badan)*

NPWP Penjual

Nama Penjual *

o _

m —> N

Gambar 24. Form SSPD — Bagian Penjual

TR




7. Akan menampilkan Pop Up Konfirmasi Buat Kode Bayar, tekan tombol Ya, Buat

Kode Bayar!

Perhatian!

“Anda ingin membuat kode bayar?

Iy T

Gambar 25. Pop Up Konfirmasi Buat Kode Bayar

8. Akan menampilkan Halaman Buat Kode Bayar, Cek kesesuain Data pada tab Data
SSPD BPHTB. Jika sesuai, tekan tombol Next

PEMBAYARAN BPHTB

1. Data SSPD BPHTB

Data Wajib Pajak

NIK/NPWP
Nama

Alamat

Data Objek Pajak

Jenis Pajak
Nomor Objek Pajak

Alamat

3 & o
@

8 8 2

3 3 5

% =)

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR

Total Rp 76.741875
Terbilang TUUN PUILN eNaM Juta tuu Fatus eMPat PUILN SatU FIbu dRlapan ratus tujun pUILN Ima rupian

Gambar 26. Halaman Buat Kode Bayar — Data SSPD BPHTB

9. Menampilkan Halaman Buat Kode Bayar — Tab Metode Pembayaran. Pilih
Metode Pembayaran yang diinginkan

a. Pilih Metode Pembayaran
b. ATM/QRIS/Dan lain - lain
c. Menampilkan Cara Pembayaran

10. Tekan tombol Konfirmasi dan Proses

[0 L




KODE BAYAR - BPHTB

PEMBAYARAN BPHTB

1. Data SSPD BPHTB 2. Metode Pembayaran

Pilih Metode Pembayaran Q ATMQ) Teller ) E Banking @ QRIS ( Virtual Account

GRIS @ Qris
ara mbayaran
UL QRIS l

Gambar 27. Halaman Buat Kode Bayar — Metode Pembayaran

11. Akan menampilkan Halaman Data Permohonan BPHTB, lakukan Langkah berikut

a. Tekan tombol Lihat Kode Bayar untuk menampilkan Invoice dan Kode
Bayar

b. User melakukan proses Pembayaran dan setelah proses pembayaran
berhasil, pada data Permohonan tekan tombol Cek Pembayaran

Menampilkan 10 v Per Halaman Pencarian:
Tanggal Tanggal
Input |f Pelaporan NOPD NOP Nama WP |F  Alamat OP Status Detail Aksi
03 Juli 2023 117307000223070001  317307000201600120  NADIRA JL KEBON JAHE Il RT. 001 RW. 01 SSPD MENUNGGU =
I S R PEMBAYARAN
—

Gambar 28. Halaman Data Permohonan BPHTB

12. Menampilkan Notifikasi Pembayaran Berhasil. Tekan tombol OK

Berhasil!

Pembayaran Berhasil.

-«

Gambar 29. Notifikasi Pembayaran Berhasil
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13. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian
pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :

a. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengurangan) — Bagian Informasi
Akta & Hak dan PPAT

e Jenis Akta*

e Tanggal Akta*

e Nomor Akta*

e Jenis Surat Hak*

e Tanggal Surat Hak*

e Nomor Surat Hak*

e Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak

e NIK PPAT*
e NPWP PPAT*
e Nama PPAT*

Akta & Hak
Jenis Akta * AKTA JUAL BELI - Jenis Surat Hak * SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM)

Tanggal Akta * 07/03/2022 n Tanggal Surat Hak * 07/03/2023

Nomor Akta *

Tanggal Diterimanya Akta Pemberian H: 077032023 a

PPAT

NIK PPAT *

NPWP PPAT *

o
I I I | I

Nama PPAT *

Gambar 30. Form Tambah Permohonan Pelayanan (Pengurangan) — Bagian Akta & Hak dan PPAT

b. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Dokumen Pendukung) — Bagian
Unggah Dokumen

- File yang di input tidak boleh lebih dari 3MB
- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

e KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirian/perubahan untuk
WP Badan *

e Surat Kuasa bermaterai (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan
BPHTB dikuasakan)

e KTP Penerima Kuasa (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan

BPHTB dikuasakan)

Foto Objek Pajak

Sertipikat Tanah

Akta Jual Beli

Dokumen Pendukung Lainnya 1, 2, 3

21




- Catatan :

e (*) Wajib diisi
e Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai

DOKUMEN PENDUKUNG
Perhatian

= File yang di input tidak boleh lebih dari 3MB

*File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirian/perubahan utk WP badan *

Surat Kuasa bermaterai (jika pembayaran dan/atau pelaporan BPHTB dikuasakan)

KTP Penerima Kuasa (jika pembayaran dan/atau pelaporan BPHTB dikuasakan)

Foto objek pajak *

Sertipikat tanah *

Akta jual beli *

Dokumen Pendukung Lainnya 1

Dokumen Pendukung Lainnya 2

Dokumen Pendukung Lainnya 3

Gambar 31. Form Tambah Permohonan (Pengurangan) — Bagian Unggah Dokumen

c. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengurangan) — Bagian Unggah
Dokumen

- File yang di input tidak boleh lebih dari 3MB
- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

Bukti kepemilikan rusun*

Bukti pembayaran PPh*

Bukti pembayaran BPHTB*

Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang*

- Catatan:

e (*) Wajib diisi
e Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai

DOKUMEN PENDUKUNG PENGURANGAN

Bukti kepemilikan rusun *

Bukti pembayaran PPh *

=1 — E3

Gambar 32. Form Tambah Permohonan (Pengurangan) — Bagian Unggah Dokumen Pengurangan

14. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan
15. Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil



BPHTB

+ Berhasil!

Permohonan telah berhasil ditambahkan!

Menampilkan 10 v Per Halaman Pencarian:

Tanggal Tanggal
Input |F Pelaporan NOPD NOP Nama WP |F Alamat OP Status Detail Aksi

03Juli2023 03 Julii2023 117307000223070001 _— _ SSPD DILAPORKAN i=

Gambar 33. Notifikasi Permohonan Berhasil

16. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah

proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak

BPHTE Badan Dserak Provinst DAY Jakerss Tidsk Dipuegas Biays
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK lemrxm;_zlmﬂ|
AAVA _mAYA 3 I7A21 1267
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN R —
(e-S5FD - BFHTE) Tangpal Lapor: 43-47-202%
Dickumen ¢lekironik temsuk hsil cecakannya) dsk memerlukan mado lngan & stempe] basah States SSPD: dilaprrkan
c-S5PI} BPHTE univk Waiib Pajak,
BERFUNGS] SERAGAL SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPDY) FPAT Notarss, Kamtor
SPTPD Mormal Perimaban HPN, Prjsbat Lelamg,
Hapemda, Hank, BPKD

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINS] DRI JAKARTA-UNIT PELAYANAN PEMUNCUTAN FAJAK DAERAH KECAMATAN CAMBIR
KNP BFHTE daper digusaban Wajih Pajak wsed men ook mengelibbor Aok s sk pade Kasor Peraelan (Pasal 5 avas 17) Perga 34 s 2002
A, WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
LHNPWE
3. NIK (Perorangan)
4. Alsmo Wajib Pjak

&, Kelarahan Dhesa E 6. Kecamatan B

7. Kabupaten/Kota : 8 RT/RW F 9 Kode Pos - [N
TANAH DAN BANGUNAN

1. Nomar Objek Pajak (NOP) PHE

2. Letak tanah dan atew hangunan
3. Kelurohan Tiesa

3. Kobupaten Kot E
T. Jenis Perolehan = Jual Beli
8. Nomor Senifika .
€. NILAI PEROLEHAN DAN NJOP PRE-P2
1. Milai Perclehan Obick Pajek (NPOP} : Hargn Tramssksi |es. 200,000,000 |
2. Perhitangan NJOP PRE-F2 : Tabun Pajak 2023
Luas NIOF FREm?
Urniam i lums tansh das atas banpunas vy |{Diis berdasarkar SPFT PES then erjsdizya pemichan Luas x NJOF PRR/m®
hakzya diperaleb) hakitabus ...}
Tanah (Bumi} 130 m?| Rp. 11.343.000 | Bp LT01_450.000
Bangunan 100 m?| Rp. 2125000 | Rp. 212580000
Tanah (Bumi) Bersama m?| Rp 2124000 | Rp 16 250,001
Bangunan Bersama 2 m?| Rp. 2.125.000 | Rp. 106250, 000
NIOF PEE| Rp. 2126450000
D. PERHITUNGAN RFHTE
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1| Bp. 2.1 26450000
| - ) Nilai Perolchan Objek Pajak Tidak Kena Pajak A HILOB.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2) 3| By 46450000
BPHTE yang terutang 4] mp. 102_222 500
i = )P P Keringanan/ 3| Rp. pLETNEEY
BPHTE yang harus dibayar {4-5 6| B T6.T41LETS
| - ) BPHTB yang sudah dibayar schelumnyn 7| e W
BPHTE yang masih hares dibayar (6-7) #| Ep. T6.T41LETS
E. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN
Pengurangan dihivang sendini 24% Berdssarkan Persturan KDH Mo,
F. JUMLAH BPHTB DISETOR Rp. 76.741.878 Telah disciorkan ke Rekening Kas Ursum Dacrah
Tesbilang : Tujuh Pulah Ensm Juts Tujuh Ratus Empat Pulsh Satu Riba Tanggal 03 Juli 2003 Rp. 76.741.878
Delapan Ratus Tujub Pulub Lims Rupish NTPD: 73410017321 12673
Diverifikan Tanggal
Tampgal Lapoe 03 Juli B2 Meenpeishei:
Wajib Pajak Kemarrya PPAT Notaris Pojabat Lekng
o I o N
NIP

1. Beskis SSPD BPHTE slehtomdk dapat dicek desgan memindal OR coade di samping.

1 SEPI) BPHTH elebwonik ielah dilaporkan kepads Badss Pesdogoran Dassb Provissi DK Takuets dies daliss proses ver S

3. e Peraluries Gubcmis oo, 34 b 2002 sty Tala Cars Pembayanis. Pelaposis, Pelivanin dan Pengiwisan BPHTE seti chlann ik, S5PD
HFHTH sudah dapat dipeves i Kamah BFN-RL

4 Tersma kasih atis bosteibusi Ands selak g Koot Fakata.

Gambar 34. Dokumen SSPD

E. Modul Pelayanan E-BPHTB (SK Kaban - Pembebasan)

[z L




1. Permohonan Objek Pajak BPHTB — Pembebasan

1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Pembebasan), Wajib Pajak
diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan dengan detail sebagai berikut

Sukses Jakarta untuk Indonesia

& & é
SYARAT PEMBEBASAN

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur 103 Tahun 2011, berikut syarat untuk mendapatkan pelayanan
Pembebasan :

Persyaratan Jenis Porolehan

Pembebasan : Maksimal 75% dari Pokok Pajak - Hadiah
Memperoleh Hak baru melalui Program Pemerintah di Bidang * Hibah
Pertanahan (Prona) » Hibah Wasiat
Wajib Pajak orang pribadi sebagai Veteran, PNS, TNI, Polri, + Jual Beli

Pensiunan PNS dan Purnawirawan *JualDell PRID . .
« Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

+ Peleburan Usaha

« Penggabungan Usaha

+ Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya

» Pemberian Hak Baru

« Pemberian Hak Baru sebagai kelanjutan pelepasan hak,
+ Pemberian hak baru di luar pelepasan hak

Fotokopi KTP + Pemekaran Usaha

+ Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan

« Penunjukan pembeli dalam lelang

Dokumen Pendukung

« Keputusan Pemerintah mengenai Program Pemerintah di bidang

Pertanahan (PRONA) . -
" " . « Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan RSS melalui KPR bersubsidi
Surat Keterangan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis ) N
» Transaksi atau perolehan yang terjadi sebelum berlakunya undang-

« Bukti Pembayaran SPPT-PBB 5 tahun terakhir undang terkait BPHTB
Surat Keputusan Lembaga terkait « Tukar Menukar
« Waris

Langkah Pengajuan:
Pilih Jenis Perolehan yang sesuai dan pada sesi Penghitungan BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ), ‘ bapenda
pilih (v) “Ajukan Pembebasan PERGUB 103 Tahun 2011” dan pilih presentase Pembebasan “75%". jakarta

Gambar 34. Informasi Persyaratan Permohonan BPHTB — Pembebasan

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub
menu BPHTB

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar
BPHTB

Y




Selamat Datang TES TO BANK PENERIMA di Pajak Online
bapenda Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provins DKI Jakarta
jakarta
@ Koluar BPHTB
Pesan Layanan O

Menampilkan 10 v Per Halaman Pencarian
Tanggal Tanggal
Input |#  Pelaporan NOPD NOP NamaWP |7 Alamat OP Status Detail Aksi

27Juni2023 27 Juni 2023 | ] - _ SSPD DILAPORKAN =

7 2023 I S sEosUMuEUT | 8
KODE BAYAR

AN SR | Fo——— - _ R Be
PERBAIKAN

PELAPORAN

Gambar 35. Halaman Modul Pelayanan BPHTB

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP
PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi
sebagai berikut :

a. Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar
BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu

b. Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol Formulir BPHTB

DAFTAR BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) - BPHTB

Periksa data pembayaran PBB :

Contoh NOP: 317201000100100100

Silahkan lanjutkan pendaftaran BPHTB dengan kiik tombol FORMULIR BPHTB pada bagian pojok kanan bawah.

Show 10 v entries Search:

No 1¢  Tahun Tgl Jatuh Tempo PBB yang harus dibayar Status Pembayaran

1 2023 30 SEPTEMBER 2023 Rp 992.401 LUNAS

2 2022 02 AGUSTUS 2023 Rp 812.158 LUNAS

Showing 1to 2 of 2 entries

m —> Formulir BPHTB

Gambar 36. Halaman Periksa Data Pembayaran PBB

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data
dengan detail sebagai berikut :

s L




a. Data SSPD — Bagian Subjek Pajak

e Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan

e Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari

e Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan
menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak

o Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian
selanjutnya

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) - BPHTB

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Abdul Muis No.66 Telp.3865580-85 Fax.3865788 Jakarta 10110

Subjek Pajak

Silahkan masukan NIK / NPWP untuk menambah Subjek Pajak

Jenis @ Orang Pribadi QO Badan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Wajib Pajak

I «
NIK/NPWP Nama Alamat Aksi
— L I o

Gambar 37. Form SSPD — Bagian Subjek Pajak

b. Data SSPD — Bagian Objek Pajak

e Kawasan
e Jalan*

e Blok/No
e RT/RW*

e Kabupaten/Kota*
e Kecamatan*
o Kelurahan*
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Objek Pajak
Nomor Obiek Pajak (NOP) PBB

Letak tanah dan atau bangunan :
Kawasan

Jalan *

Blok/No
Kabupaten/Kota *
Kecamatan *

Kelurahan *

RW.*

In

C.

Gambar 38. Form SSPD — Bagian Objek Pajak

Data SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang

e Jenis Pajak* : Objek Pajak

e Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan*
e Jenis NJOP*

e Harga Transaksi / Nilai Pasar*

e Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)

Perhitungan BPHT!

Jenis Cbjek *

Jenis perolehan hak atas tanah

Jenis NJOP *

wwwwwwww

ak:

ang haknya (Diisi b
Tanah (Bumi) 15000 Rp, 14.450.000.00  mp.
Bangun: 100,00 gy, 1445000000 Rp, Als
Tan 1000 pp, 14.450.00000  pp,
Ba 1000 gy 1445000000 g,
NJOP Total *
Rp.
O & ta pembagian sama e
NJOP Setelah APHE
Rp.
Jenis Transaksi Lelang atau bukan UKAN LELANG

B Terhutang

Cbjek Pajak

dan atau bangunan * Jual Beli

SPPT Tahun Berjalan

A TRANSAKS

4,000,000,000,00

NJOP PBEB / m? Luas X NJOP PBB / m?

Gambar 39. Form SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang

Y




d. Data SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB

e Checklist Pembebasan (PERGUB 103 TAHUN 2011)

e Pilih presentase Pembebasan : 75%

Penghitungan BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )
DPP*
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) (memperhatikan nilai pada huruf C angka 1 atau huruf C angka 2 butir g) *
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) *
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) *
Tarif *
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang *
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sudah dibayar sebelumnya *
+/ Ajukan Pembebasan PERGUB 103 TAHUN 2011 4—
Persentase Pembebasan Pergub 103 75% -
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar *

Status SSPD

Rp. 4.000.000.000,00
Rp. 4.000.000.000,00
Rp. 80000000
Rp. 3.920.000.000,00

Rp.
Rp.

Rp. 147
Rp. 49

SSPD TERHUTANG

5

96.000.000,00

o}
000.000,00
000.000,00

%

Gambar 40. Form SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB

e. Data SSPD — Penjual

e Jenis Penjual * : Perorangan / Badan
e NIK Penjual (Isi NPWP untuk Badan)*
e NPWP Penjual

e Nama Penjual

e Alamat Penjual

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

Penjual

Jenis Penjual PERORANGAN -

NIK Penjual (Isi NPWP untuk
Badan)*

NPWP Penjual
Nama Penjual *

Alamat Penjual

Gambar 41. Form SSPD — Bagian Penjual
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7. Akan menampilkan Pop Up Konfirmasi Buat Kode Bayar, tekan tombol Ya, Buat

A

Kode Bayar!

Perhatian!

"Anda ingin membuat kode bayar?"

o T <

Gambar 42. Pop Up Konfirmasi Buat Kode Bayar

8. Akan menampilkan Halaman Buat Kode Bayar, Cek kesesuain Data pada tab Data
SSPD BPHTB. Jika sesuai, tekan tombol Next

PEMBAYARAN BPHTB

1. Data SSPD BPHTB

Data Wajib Pajak

NIK/NPWP
Nama

Alamat

Data Objek Pajak

Jenis Pajak
Nomor Objek Pajak
Alamat

Provinsi

Kota/Kab
Kecamatan

Kelurahan

g 8
g =
! E

Luas Bumi

Luas Bangunan 100 m?

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR

Total Rp 49.000.000
Terbilang empat puiuh sembilan uta rupian

Gambar 43. Halaman Buat Kode Bayar — Data SSPD BPHTB

9. Menampilkan Halaman Buat Kode Bayar — Tab Metode Pembayaran. Pilih
Metode Pembayaran yang diinginkan

a. Pilih Metode Pembayaran
b. ATM/QRIS/Dan lain - lain
c. Menampilkan Cara Pembayaran

10. Tekan tombol Konfirmasi dan Proses
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KODE BAYAR - BPHTB

PEMBAYARAN BPHTB

1. Data SSPD BPHTB 2. Metode Pembayaran

Pilih Metode Pembayaran Q ATMQ) Teller ) E Banking @ QRIS ( Virtual Account

GRIS @ Qris
‘Cara Pembayaran QRIS l

Gambar 44. Halaman Buat Kode Bayar — Metode Pembayaran

11. Akan menampilkan Halaman Data Permohonan BPHTB, lakukan Langkah berikut

a. Tekan tombol Lihat Kode Bayar untuk menampilkan Invoice dan Kode
Bayar

b. User melakukan proses Pembayaran dan setelah proses pembayaran
berhasil, pada data Permohonan tekan tombol Cek Pembayaran

BPHTB

Daftar BPHTB

Menampilkan 10« Per Halaman Pencarian:
Tanggal Tanggal
Input |¥ Pelaporan NOPD NOP

Nama WP 1 Alamat OP Status Detail Aksi

n7so1000123070c01 | SSPD MENUNGGU = Linat Kode Bayar
PEMBAYARAN
—

03 Juli 2023

Gambar 45. Halaman Data Permohonan BPHTB

12. Menampilkan Notifikasi Pembayaran Berhasil. Tekan tombol OK

Berhasil!

Pembayaran Berhasil.

«—

Gambar 46. Notifikasi Pembayaran Berhasil
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13. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian
pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :

a. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pembebasan) — Bagian Informasi
Akta & Hak dan PPAT

e Jenis Akta*

e Tanggal Akta*

e Nomor Akta*

e Jenis Surat Hak*

e Tanggal Surat Hak*

e Nomor Surat Hak*

e Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak

e NIK PPAT*
e NPWP PPAT*
e Nama PPAT*

Akta & Hak
Jenis Akta * AKTA JUAL BELI - Jenis Surat Hak * SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM)
Tanggal Akta * 07/03/2023 =) Tanggal Surat Hak * 07/03/2023

Nomor Akta *

Tanggal Diterimanya Akta Pemberian H: 07/03/2023 a

PPAT

NIK PPAT *

NPWP PPAT *

5
I I I | I

Nama PPAT *

Gambar 47. Form Tambah Permohonan Pelayanan (Pembebasan) — Bagian Akta & Hak dan PPAT

b. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Dokumen Pendukung) — Bagian
Unggah Dokumen

- File yang di input tidak boleh lebih dari 3MB
- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

e KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirian/perubahan untuk
WP Badan *

e Surat Kuasa bermaterai (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan
BPHTB dikuasakan)

e KTP Penerima Kuasa (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan

BPHTB dikuasakan)

Foto Objek Pajak

Sertipikat Tanah

Akta Jual Beli

Dokumen Pendukung Lainnya 1, 2, 3
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c. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pembebasan) — Bagian Unggah

Dokumen

- File yang di input tidak boleh lebih dari 3MB
- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

e Surat Permohonan*

- Catatan :

e (*) Wajib diisi
e Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai

DOKUMEN PENDUKUNG

Perhatian

* File yang di ;npul zdak boleh lebih dari IMB.
t

* File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)
KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirlan/perubahan utk WP badan *
Surat Kuasa bermaterai (jka pembayaran dan/atau pelaporan BPHTB dikuasakan)
KTP Penerima Kuasa (ja pembayaran dan/atau pelaporan BPHTB dikuasakan)
Foto objek pajak *
Sertipikat tanah *
Akta jual beli *
Dokumen Pendukung Lainnya 1

Dokumen Pendukung Lainnya 2

Dokumen Pendukung Lainnya 3

DOKUMEN PENDUKUNG PEMBEBASAN

Surat permohonan *

= o r B3

Gambar 48. Form Tambah Permohonan (Pembebasan) — Bagian Unggah Dokumen Pembebasan

14. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

15. Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil

BPHTB

+ Berhasil!
Permohonan telah berhasil ditambahkan!

Menampilkan 10 v Per Halaman Pencarian:
Tanggal Tanggal
Input |F Pelaporan NOPD NOP Nama WP |7 Alamat OP Status Detail Aksi

03Jul 2023 03 Juli 2023 117501000123070001 _— _ SSPD DILAPORKAN =

Gambar 49. Notifikasi Permohonan Berhasil

16. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah

proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak
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BPHTE Badan Daserak Provinsi DT Jakarta Tidek Dipusegus Biays

i SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK N:m;m_‘s‘flmm|
T BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN B e
(e-S5PD - BPFHTE) Tanggal Lapor: §5.47- 3123
Diokumen elekironik ek hasil e dek memeslukon tsda tangan & stesped basah St SSPLE dilapeehan
-SSP BPHTE ustuk Waijib Pajak,
BERFUNGSI SERAGAL SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPDY FRAT Notars, Kantor
SPTPD Narmal Pertanaban/ BN, Prjabot Lelang,
Haponds, Bark, BPKD

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DRI JAKARTAGUNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH WILAYAH PEMJARINGAN

5P BPHTE dapar digisnadan Wb Pajl wissd e el hol s sk pode Koser Pirtasshas (Pial $ @ (71 Pergad 34 ahio 2022)

A, WASIE PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
1 NPWF
3. NIK (Perorangan)
4. Alsmm Wajib Pejak

5. KelurahanThesa : 6. Kecamatan :
7. Katwpaten/Kota : f RTRW : 9. Kode o= : [N

B, TANAH DAN BANGUNAN
1. Momar Objck Pajak (NOP) PRE
2. Letak tanah don stea bangunan
3. Kelurahan Tiesa
3. KabupatenKota
7. Jenis Perolehan
& Momar Sentifikat

C. NILAI FEROLEHAN DAN NJOP PRBE-F2

1. Nillai Peralehan Objek Pajak (NPOP) : Hargn Tramsaksi |Re. 4.000.000.000
2. Perhitungan NIOF PRB-F2 : Taun Pajak 2023
Luas NIOF PR
Uraian il tansh dlas sta ban, (D SPPT PRA adinya porolchan Luas © %JOP PRE/m?
hakceya diperalek) T -
Tamah (Bumi} 14 m?| Bp. 14450000 | Bp 2 167500.000
Bangunan 1M m? | Bp. 14450000 | Ep 1445 000,000
Tazuh (Bumi) Bersama 1im?| Rp. 14A%0000 | Ep 144.500.000
Bangunan Bersmama 1m?| Rp. 14450000 | Rp. 144.500.000
NIOP PES| Bp 3901 500,000
0. PERHITUNGAN BPHTB
Hilai Perclehan Objek Pajak (NPOP) i| R 4000000000
{ - ) Nilai Perolchan Ofjck Pajak Tidak Bena Pajak 2| Rp. HLB00 000
Nilai Perolchan Objek Pajsk Kena Pajak (1-2) 3| By 352000000000
BPHTH yang terutang 4| By 1600000
(- )P n Keri Pembek 5| By 147000000
BPHTE yang harus dibayar {4-5) &| By 49600000
{ - ¥ EPHTE yang sudah dibayur sebebamnyn 7| Rp. L]
BPHTH yang masih harss dibayar (6-T) 8| Bp. 48600000

E. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN

Pengurangan dihitang sendiri 78% Berdssarknon Persturan KD No.

F. JUMLAH BPHTE DISETOR Rp. 49,000,040
Terbilang : Empat Pulsh Sembilen Juts Rupliak

Telah disetorkan ke Rekening Kaz Unvam Daerah
Tanggal 63 Juli 2023 Rp. 49.000.004
NTPD: 2721 133020838091

Divvcrifikani Tasgs:
Tampgal Lapor 0 Juli 2623 Menprishs: Kepala UPPPD PENJARBNGAN
Waiib Pajak Kemanya PEAT Motaria Pojabat Lebmg
NIF

1. Beskas SSPD BPHTE elekisondk dapar dicek desgan memindal OR code o samping.

I SSPD BPHTH clebonik selsh dilapoekan kepads Badss Pradspssan Dacea Proviest DK ket de daliss proses veri S

3. S Peraturiet Gubermie oo 34 ubis 2022 testisg Tat Cies Pembayars, Pelapos, Pelivanan dan Pengawisan BPHTE secin cllaronik, S5PD
BFHTH sudih dapa digeoses & Kantah BFN-RL

4 Termsa kasih atss bostsibus Ands sselakukes peashaysan pujek umek penibangenes Kot Fakarna.

Gambar 50. Dokumen SSPD

F. Modul Pelayanan E-BPHTB (SK Kaban — Non Terhutang)
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1. Permohonan Objek Pajak BPHTB — Non Terhutang

1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Non Terhutang), Wajib Pajak
diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan dengan detail sebagai berikut

Sukses Jakarta untuk Indonesia

o é é &
<Y ARAT BPHTB NON TERHUTANG

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Objek Pajak BPHTB, berikut syarat untuk mendapatkan
pelayanan BPHTB Non Terhutang :

é

Jenis Porolehan

« Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
« Lain-lain (Sebelum terbitnya undang-undang dan peraturan
daerah 18 tahun 2010 tentang BPHTB)
« Negara utk penyelenggaraan pemerintah dan/atau kepentingan
umum
« Orang pribadi atau Badan karena Wakaf
« Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
« Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan
Ibadah
. Pelapqran BPHTB atas Perolehan hak baru oleh Orang Pribadi Dokumen Pendukung
melalui program PTSL
« Pelaporan BPHTB oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atas penegasan « Fotokopi KTP Penerima Kuasa
konversi menjadi Hak Milik « Surat Kuasa dari Wajib Pajak
« Pelaporan BPHTB oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atas penetapan « Fotokopi SPPT PBB atau Sukti Pembayaran
pengakuan/penegasan sebagai Hak Milik « Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan
« Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas timbal balik « Fotokopi AJB/Risalah lelang/Akta hibah/Akta pengalihan
« Fotokopi NPWP

Langkah Pengajuan:

Pilih Jenis Objek “Non Objek Pajak” dan kemudian pilih Jenis Perolehan yang sesuai. | bapenda
jakarta

Gambar 51. Informasi Persyaratan Permohonan BPHTB — Non Terhutang

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub
menu BPHTB

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar
BPHTB

Y




Selamat Datang TES TO BANK PENERIMA di Pajak Online
bapenda Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsl DKI Jakarta
jakarta
& Koluar BPHTB
Menampilkan 10w Per Halaman Pencarian:
Tanggal Tanggal
Input |# Pelaporan NOPD NOP Nama WP |f AlamatOP Status Detail ksl

27Juni2023 27 Juni 2023 ] - _ SSPD DILAPORKAN =
wamzon - I E— S0 BELUMMENBUAT 18
KODE BAYAR

PERBAIKAN
26uniz023  26snizozs [ —- _ SSPD DILAPORKAN = pRmp——
PELAPORAN

mamea | - SR | - _ o
KODE BAYAR

Gambar 52. Halaman Modul Pelayanan BPHTB

il

Buat Kode Bayar

Pembatalan Permohon

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP
PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi
sebagai berikut :

a. Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar
BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu

b. Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol Formulir BPHTB

DAFTAR BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) - BPHTB

Periksa data pembayaran PBB :

| | -

Contoh NOP: 317301000100100100

Silahkan lanjutkan pendaftaran BPHTB dengan klik tombol FORMULIR BPHTB pada bagian pojok kanan bawah.

Show 10~ entries Search:
No 1¢  Tahun Tgl Jatuh Tempo PBB yang harus dibayar Status Pembayaran
1 2023 30 SEPTEMBER 2023 Rp 139.230.945 LUNAS
2 2022 02 AGUSTUS 2023 Rp 129.191.666 LUNAS
3 2021 02 AGUSTUS 2023 Rp 133.362.684 LUNAS
4 2020 02 AGUSTUS 2023 Rp 166.703.355 LUNAS
5 2019 02 AGUSTUS 2023 Rp 166.703.355 LUNAS
Showing 1to 5 of 5 entries n

m ——p ECUTER ]

Gambar 53. Halaman Periksa Data Pembayaran PBB

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data
dengan detail sebagai berikut :

T




a. Data SSPD — Bagian Subjek Pajak

e Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan
e Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari
e Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan

menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak
o Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian
selanjutnya

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) - BPHTB

Subjek Pajak

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Abdul Muis No.66 Telp.3865580-85 Fax.3865788 Jakarta 10110

Silahkan masukan NIK / NPWP untuk menambah Subjek Pajak

Jenis

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Wajib Pajak

NIK/NPWP

@ oOrang Pribadi Q Badan

R

Nama Alamat Aksi

| |

Gambar 54. Form SSPD — Bagian Subjek Pajak

b. Data SSPD — Bagian Objek Pajak

e Kawasan
e Jalan*

e Blok/No
e RT/RW*

e Kabupaten/Kota*
e Kecamatan*
o Kelurahan*
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Objek Pajak

Nomor Objek Pajak (NOP) PBB

Letak tanah dan atau bangunan :

Kawasan
Jalan *

Blok/No RW.*

Kabupaten/Kota *
Kecamatan *

Kelurahan *

In

Gambar 55. Form SSPD — Bagian Objek Pajak

c. Data SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang

e Jenis Pajak* : Non Objek Pajak

e Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan*
e Jenis NJOP*

e Harga Transaksi / Nilai Pasar*

e Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)

e Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2)

Perhitungan BPHTB Terhutang

Jenls Objek * Non Objek Pajak -

Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan * Badan atau Perwakilan Lembaga Int

Jenis NJOP * SPPT Tahun Berjatan -
Harga transaksi / Nilal pasar ( Difsi luas tanah dan atau bangunan yang haknya )

8 tront Ly S NILAI PASAF Rp. 5,000,000.000,00
diperolen )

Dalam hal harga transaksi tidak diketahul/tidak jelas/lebih rendah dari NJOP, maka:

NJOP Setelah APHB
Rp.

Uralan Luas NJOP PBB / m? Luas X NJOP PBB / m?
(Dilsi luas tanah dan atau bangunan yang haknya (Dilsi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
diperoleh) perolenan hak / Tanun)
Tanah (Bumi) * 15000 gy 1434200000 gy 2.151.450.000,00
Bangunan 100,00 g, 14.343.000,00  Rp 1.434,300,000,00
Tanah (bumi ) Bersama * 5000 g, 1434200000 pp 717.150.000,00
Bangunan Bersama * 5000  pp 14343.000,00  gp 717.150.000,00
NJOP Total *
Rp.
[] APHB (APW) AKta pembagian hak bersama atau akia pembagian waris

Jenis Transaksi Lelang atau bukan BUKAN LELANG

Gambar 56. Form SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang
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d. Data SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB

e Cek kesesuaian Data

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

Penghitungan BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )

DPP

Rp.

Rp.

Gambar 57. Form SSPD — Bagian Perhitungan BPHTB

7. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian
pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :

a. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Non Terhutang) — Bagian Informasi
Akta & Hak dan PPAT

e Jenis Akta*

e Tanggal Akta*

e Nomor Akta*

e Jenis Surat Hak*

e Tanggal Surat Hak*

e Nomor Surat Hak*

e Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak

e NIKPPAT*
e NPWP PPAT*
e Nama PPAT*
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Akta & Hak

Jenis Akta *

Tanggal Akta *

Nomor Akta *

Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hal

PPAT

NIK PPAT *

NPWP PPAT *

Nama PPAT *

AKTA JUAL BELI - Jenis Surat Hak * SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM)
07/03/2023 =} Tanggal Surat Hak * 07/03/2023

omer Surst ek |

07/03/2023 m]

I I I | I

Gambar 58. Form Tambah Permohonan Pelayanan (Non Terhutang) — Bagian Akta & Hak dan PPAT

b. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Non Terhutang) — Bagian Unggah
Dokumen

- File yang di input tidak boleh lebih dari 3MB
- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF)

Asli dan/atau FC SSPD BPHTB yang telah dibayar
FC KTP Penerima Kuasa*

FC KTP Penjual dan Pembeli KTP Penjual

FC KTP Penjual dan Pembeli KTP Pembeli

Surat Kuasa dari Wajib Pajak*

FC SPPT PBB atau Bukti Pembayaran*

FC Sertifikat Tanah dan Bangunan®

Lunas tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak
sebelumnya

FC AJB/Risalah lelang/Akta Hibah/Akta Pengalihan*
Surat Pernyataan Transaksi Penjual dan Pembeli

FC NPWP*

FC Akta kelahiran dalam hal waris dan hibah

FC Surat Keterangan Waris

FC Kartu Keluarga (KK) dalam hal Waris

Foto Objek Pajak

FC SSP-PPH Final

FC ljin Mendirikan Bangunan/lzin Penggunaan Bangunan

- Catatan :

e (*) Wajib diisi
e Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai
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DOKUMEN PENDUKUNG
Perhatian :
*Fite yang di input tidak boleh lebih dari 3MB.

* File yang i input harus berfarmat (JPG, JPEG, PNG, PDF)
Asli dan/atau FC SSPD BPHTB yang telah dibayar
FC KTP Penerima Kuasa *
FC KTP Penjual dan pembel KTP Penjual
FC KTP Penjual dan pembeli KTP Pembeli
Surat Kuasa dari Wajib Pajak *
FC SPPT PBB atau Sukti Pembayaran *
FC Sertifikat Tanah dan Bangunan *
lunas tidak memilii tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya
FC AJB/Risalah lelang/Akta hibah/Akta pengalihan *
Surat Pernyataan Transaksi Penjual dan Pembell
FC NPWP *
FC Akta Kelahiran dalam hal waris dan hibah
FC Surat Katerangan Waris
FC Kartu Keluarga (KK) dalam hal waris
Foto Objek Pajak
FC SSP-PPH Final

FC ljin Mendirikan Bangunan/lzin Penggunaan Bangunan

— B3

Gambar 59. Form Tambah Permohonan Non Terhutang — Bagian Unggah Dokumen

8. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan

9. Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil

BPHTB

+ Berhasil!

Permohonan telah berhasil ditambahkan!

BPHTB

Menampilkan 10

v Per Halaman

Tanggal
Input I
03 Jull 2023

Tanggal

Pelaporan NOPD NOP Nama WP IH

e _ _ _ e pATenan

Alamat OP Status

03 Juli 2023

Pencarian:

Detail

Daftar BPHTB

Aksi

Cetak SSPD terlaporkan

Gambar 60. Notifikasi Permohonan Berhasil

10. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah

proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak
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SURAT SETORAN PAJAK DAFRAH FLEKTRONIK O LT3 060008 NI
A PEROLEHAN - - NI AEITHIMOTE
BEA N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN N Pal 02411012008
e-55PD - BFHTE) [ T—
Dnkanrn ekt ficrmusk has] oetdasnya) tidak moncelekon teds Lz & sicispd bueah Saaras SSPL: dfparkan
-SSP IPIITH ceuk Wajih Pk,
BERFUNGSE SEBAGAI SURAT PEMBERIT AHUAN PATAK DAERAH (SFTFD) FT AT Notans, Kastar
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apeada, Hark, BPKIH

BAlAd FENAFATAN DAERAH FROVINSS DRI MRARTAUNIT PFELAYANARN PEMUNGUTAN FALAK DAERAH KECAMATAN SAWAH BESAR

oS EPHTE dopet sipweakan W Pk univk menda farkasf i bt s ismak pada Kasior Preriasahen (Fast §aval (7) Fengsh 34 takun 2002

Ao WaJIE PAJAK
1. Nama Wajib Pajak

I.NFWFP

3. MIK { Perosangan)

4. Alamal W sjib Pajuh

3. KelumshanTess #. Kecsmatun

7. KabupatenHok ERTIRW % Eode Pes 2 _

B TANAH DAk BANGUNAN
1. Homas Dbjek Pajak (30F) FBE
1 Letak tanah den st hangunan
3. EehsahanTies

N-OBJEK Falak

E. Nomes Sertifikal _
. NILAl PEROLEHAN DAN NP FEB-PX
1. Milai Peonlchan Objek Pajak (NPOP) = Milai Paas [y 5.600 008008
2. Perhilumgan NJOF FRE-PT = Tahum Pagak 2003
Luss NIOF FERim
Wragan e ls ok dan aua hangeaan vasy | (T Serdasaian SPTT PN abes rerpckeys podchan L NJOP PEBmE
baiays Apesakh) Rathshan |
Tarsih (Bumi) 15hmS| Rp 14341000 | Rp. AL T
Eanganan W e, Ry 14341000 | Rp. [P
Tarsih (Bumi) Bersama shmt| Rp 14341000 | Rp. Y1 S
Eanpanan Ecrsma Sme| Rp 14341000 | Rp. 717, 1 5000
NIOP PEE| Rp. 5000, 050,10

0. PERHITUNGAN BFHTE

Hikui Perolchan Oihjek Fajak (NPOF) i | ®p. -
4 - 1 Nilsi Perulchan Ohjek Fajsk Talsk Kens Pajak | mp. -
Nikii Perolchan Ohjek Pajak Kena Pajak i 1-2) 3| mp. -
EPHTE yany lerataay 1| mp. -
-1 K 5| mp. -
EFHTE yany barus dibayar i4-5) 6| Rp. -
4 - | BEHTE yunp silah disayar schelannya 7| ®p. -
EFHTE yany measih haras dibayas (6-T) # | Rp. -

E. SUMLAH SETORAN BERDASARKAN

[F] Perghitempan Wajib Fajsk
F. JUMLAH BRHTH DISETOR Rp. 8 Telsh disstorkan ke Rekming Has Umin Duzrab
Teebalany : Nal Hupiak Tangasl 03 Juli 2013 Bp. 0
NP #3017 14234074523
Dewerikas Tanggal
Tl'wlu'lrll il TN IIﬂFﬂ.I: Kapals UPPPD SAWAN BESAR

Wajib Fajal¥ aacara PR A T Notarin/Tja b Lalang

4. Torarm bkapib atas konirbmi Ands mcbil i papk wiuk ponk Foot ek stz

Gambar 61. Dokumen SSPD
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